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(per April 2022)

2



VISI & MISI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 2019 - 2024

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan 
Tatakelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong 

Royong”

Misi pertama, Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok, Antar
Sektor dan Keterhubungan Wilayah melalui JATIM AGRO

”Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan,
Kehutanan, Perkebunan, Berbasis Kerakyatan”;

Misi keempat, Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan

Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk

Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang

Ekonomi dan Ruang Budaya melalui JATIM HARMONI

”Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarian

Kebudayaan dan Lingkungan Hidup”

Indikator Sasaran : 
Meningkatnya daya dukung ekosistem hutan 
terhadap pertumbuhan ekonomi

Indikator Sasaran : 
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung
ekosistem hutan terhadap kualitas lingkungan
hidup

Tugas Pokok Dinas

Kehutanan berdasarkan

Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 :

Melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang

Kehutanan, meliputi :

a. Pengelolaan Hutan

b. Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya

c. Pendidikan dan 

Pelatihan, 

Penyuluhan dan 

Pemberdayaan

Masyarakat di 

bidang Kehutanan

d. Pengelolaan Daerah

Aliran Sungai (DAS)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan

(Renstra Perubahan)

Persentase Tutupan Hutan

Tahun Awal 2019 2020 2021 2022 2023

9.814 M

Nilai Tambah Sub Kategori Kehutanan (PDRB ADHB Rp)

36,43 % 36,41 % 36,42 %

Tahun Awal

2024

10.530 M 10.040 M 10.040 M 10.040 M 10.240 M 10.444 M

2019 2020 2021 2022 2023 2024

36,47 % 36,52 % 36,57 %35,94 %

Indikator Sasaran : 
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat 
Daerah dan Reformasi Birokrasi

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP

A (83,27) A (83,23)

Tahun Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024

A (83,48) A (83,93) A (84,38) A (84,83)A (83,19)
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LUAS HUTAN DI JAWA TIMUR

204.005,88 Ha

Hutan Konservasi

Total Luas Hutan Negara : 1.361.433,93 Ha
Total Luas Hutan Rakyat :     613.331,14 Ha

27.868,30 Ha

Taman Hutan Raya 
R. Soerjo

332.536,44 Ha
Hutan Lindung

797.023,31 Ha
Hutan Produksi

Rasio 41,31 % dari
daratan Jatim
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Kawasan Tahura meliputi Gn. Arjuno, Welirang, 
Anjasmoro, berada di:
• 6 Kabupaten/Kota 
• 16 Kecamatan
• 50 desa penyangga

Luas Tahura Raden Soerjo
27.868,30 Ha

(Berdasarkan SK 
Penetapan Menteri 
Kehutanan Nomor: 
80/Kpts-II/2001 jo 
Nomor : 1190/Kpts-

II/2002)

Total Jumlah Penduduk : 
219.362 JIWA

1. Kab. Malang (4.287,0 Ha) dengan 13 desa penyangga
2. Kab. Pasuruan (5.894,3 Ha) dengan 8 desa penyangga
3. Kota Batu (4.641,2 Ha) dengan 6 desa penyangga
4. Kab. Mojokerto (10.181,1 Ha) dengan 17 desa penyangga
5. Kab. Jombang (2.864,7 Ha) dengan 5 desa penyangga
6. Kab. Kediri (437,0 Ha) dengan 1 desa Penyangga

HUTAN KONSERVASI TAHURA R. SOERJO
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NO PROVINSI
MANGROVE (HA)

EKSISTING POTENSI

1 JAWA TIMUR 27.221 51.557 

2 JAWA TENGAH 15.089 44.784 

3 JAWA BARAT 9.941 37.197 

4 BANTEN 3.555 11.414 

5 DKI JAKARTA 682 67 

6 D.I. YOGYAKARTA 11 9  -  20,000  40,000  60,000  80,000

D.I. Yogyakarta

DKI Jakarta

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Mangrove Eksisting Potensi

1 JAWA TIMUR 27.221 51.557 

Sumber: Peta Mangrove Nasional 
2021

SEBARAN HUTAN MANGROVE DI JATIM
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KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DI JATIM

LMDH
 1.822 Lembaga
 565.014 KK
 23 KPH Perhutani
 28 Kabupaten/Kota
 369 Kecamatan

Kelompok Tani Hutan
 5.242 Lembaga
 237.985 KK
 5.234 KTH-Hutan Rakyat
 1 KT Tahura R. Soerjo
 7 KT Taman Nasional

Kelompok Perhutanan Sosial
 347 Kelompok PS
 120.990 KK
 40   IPHPS
 290 Kemitraan Perhutani
 17  Kemiteraan Taman Nasional 7



KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN 

KEHUTANAN DI JAWA TIMUR
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JENIS PEKERJAAN TOTAL LAKI-LAKI

POLISI KEHUTANAN DI TAHURA R. SOERJO 45 40

POLISI KEHUTANAN TAMAN NASIONAL ALAS PURWO 24 21

POLISI KEHUTANAN TAMAN NASIONAL MERUBETIRI 20 19

PENYULUH KEHUTANAN

19 19

RELAWAN MASYARAKAT FICUS INDONESIA

14 13

264 187

100 60

POLISI KEHUTANAN TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER 

SEMERU

POLISI KEHUTANAN TAMAN NASIONAL BALURAN

PEREMPUAN

5

3

1

0

1

77

40

BEKERJA DI TINGKAT TAPAK HUTAN



AKTIVITAS PEREMPUAN MENJAGA HUTAN DAN 

MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP
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Polhut Menemukan Alat Penangkap Satwa Dilindungi di 

Tahura Raden Soerjo
Polhut Memberikan Peringatan Kepada Kelompok diduga

Mencuri Satwa di Tahura Raden Soerjo



AKTIVITAS PEREMPUAN MENJAGA HUTAN DAN 

MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP
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Keterlibatan Penyuluh Kehutanan dalam Pembangunan 

Dam Penahan Sedimentasi
Keterlibatan Penyuluh Kehutanan dalam Pembangunan 

Dam Penahan Sedimentasi



AKTIVITAS PEREMPUAN MENJAGA HUTAN DAN 

MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP
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Keterlibatan Relawan Masyarakat Ficus Indonesia dalam

Penanaman di penyangga Cagar Alam Besowo Kediri 

Keterlibatan Relawan Masyarakat Ficus Indonesia dalam

Penanaman di Sumber Mata Air Kediri



AKTIVITAS PEREMPUAN MENJAGA HUTAN DAN 

MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP
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Keterlibatan Perempuan dalam Sedekah Oksigen



UPAYA MEMPERKUAT PELIBATAN PEREMPUAN 

DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN

1

3

5

4

SINERGI SEMUA PIHAK

Dalam mempercepat kesetaraan
gender

2

PERKUAT KOLABORASI

Memperkuat kolaborasi
dengan memahami peran dan tanggung

jawab dari masing-masing personil

INTEGRASI GENDER DALAM 

PENGANGGARAN MELALUI 

PERENCANAAN 

PENGANGGARAN 
RESPONSIF GENDER

POSISI YANG STRATEGIS

Meningkatkan keterwakilan dalam posisi
strategis KUANTITAS & KUALITAS

Meningkatkan kuantitas
dan kualitas SDM 

dengan cara
meningkatkan

Pendidikan kepada
perempuan
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KINERJA PEMBANGUNAN KEHUTANAN TAHUN 2021
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KINERJA PEMBANGUNAN KEHUTANAN TAHUN 2021
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KINERJA PEMBANGUNAN KEHUTANAN TAHUN 2022



TERIMA KASIH



GREEN DIGITAL SOCIETY
Novri Susan

(Sekjend APSSI)



16.50%

59.80%

12.92%

7.66%
2.63%

Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Menjawab

Aktivitas paling merusak lingkungan alam 
adalah sektor industri barang 

• Aktivitas industri barang dianggap
sebagai pihak yang paling merusak
lingkungan, dimana 58.8% setuju
daan 16.5% sangat setuju. Hanya
12.92% responden menyatakan tidak
setuju.

• Persepsi ini menjadi indikator bahwa
masyarakat melihat industri barang
selama ini belum menjalankan
manajamen lingkungan yang baik
terkait aktivitasnya.



5.26%

22.48%

62.20%

6.94%
2.63%

Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Menjawab

Perawatan lingkungan sudah dilakukan 
secara baik oleh semua elemen bangsa 

• Sebesar 62.2% responden
menyatakan bahwa elemen-elemen
bangsa belum melakukan perawatan
lingkungan. Hal ini menjadi indikator
bahwa bangsa Indonesia masih belum
cukup mempraktikan perawatan
lingkungan.

• Hanya 22.48% responden menyatakan
setuju bahwa bangsa Indonesia sudah
melakukan perawatan lingkungan
secara baik, dan 5.26% sangat setuju.



55.02%

36.60%

4.30% 0.96% 2.63%

Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Menjawab

Membuang sampah sembarangan masih 
menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia 

• Pada dimensi perilaku sosial sehari-
hari terkait membuang sampah, 
mayoritas responden memandang
bahwa masyarakat Indonesia masih
membuang sampah sembarangan, 
yaitu 55.02% responden sangat
setuju, dan 36,6% setuju.

• Hanya 4.3% responden menyatakan
masyarakat Indonesia sudah
membuang sampah secara baik (tidak
sembarangan).



GREEN DIGITAL SOCIETY



GREEN SOCIETY

Secara umum dalam aktivisme
lingkungan, green society adalah

ideal concept. Secara definitif
merujuk pada anti-modernisme, 

dimana tatanan sosial menjadikan

perawatan-perlindungan
lingkungan sebagai landasan utama

nilai-norma. Sehingga berbagai
praktik baik pergaulan, ekonomi-
industri, tata (kelola) wilayah, dan

politik (kebijakan) berorientasi pada
perawatan-perlindungan lingkungan.

Akar Pengetahuan

Lokal

Kemanusiaan

Keadilan

Nilai-norma penopang

Kesetaraan



DIGITAL SOCIETY

Perkembangan masyarakat yang 
ditandai oleh sistem baru berbasis

struktur digital  yang memiliki
sumberdaya dalam bentuk big data, 
kecepatan informasi, post-truth, dan

jejaring sosial borderless. 
Konsekuensi dari struktur digital 

(sebagai sumberdaya) adalah
kecepatan produktif dalam semua
arena, termasuk ekonomi-industri, 

sosial kebudayaan dan politik.  

Marjinalisasi

pengetahuan lokal

Dehumanisasi

Eskalasi konsumsi

Dominasi sosial

Masalah sosial



GREEN SOCIETY

Nilai-norma penopang

DIGITAL SOCIETY

Masalah sosial

NORMA DIGITAL

INTERNALISASI NILAI
GREEN DIGITAL 

SOCIETY

• Regulasi
• Rekognisi adat
• Advokasi kebijakan

• Pendidikan formal 
(kurikulum)

• Pemberdayaan aktor
strategis: 
perempuan, UMKM, 
Desa.

JEJARING INKLUSIF



• Epistemologi. Konsep green digital society adalah gagasan teoretis awal untuk mengatasi tantangan
modernisme yang masih tumbuh dalam masyarakat digital dan mentransformasi struktur digital dengan
prinsip-prinsip--norma keadilan lingkungan, Pertanyaan dalam hal ini adalah bagaimana proses transformasi
sosial green society kedalam struktur digital’

• Pengembangan teori. GDS (bisa disebut) sebagai studi dalam ilmu sosial (sosiologi) yang mengambil konteks
digital society (digital sociology) dan gerakan green society. 

• Aspek sistem sosial dan kebijakan. Aspek sistem sosial adalah struktur pengetahuan dan norma dalam
masyarakat dibangun atas dasar prinsip lingkungan. Sedangkan kebijakan negara adalah perangkat regulasi
dan pembangunan yang perlu diadvokasi berdasar prinsip green society.


